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ABSTRAK

Nama : Ajeng Prita Arivia
Judul : Implementasi Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tugas
Belajar Mandiri Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(BASARNAS)

Salah satu cara untuk meningkatkan standar pendidikan dan menciptakan ASN yang
berkompeten dan memenuhi tuntutan kekinian adalah melalui pengembangan kompetensi
melalui jalur pendidikan. Surat Edaran Menteri PANR Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan yang
melatarbelakangi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dalam
mengoptimalkan implementasi kebijakan tugas belajar khususnya tugas belajar biaya mandiri.
Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana implementasi kebijakan tugas belajar
mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam penelitian ini dilakukan
dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, serta dokumentasi. Narasumber yang diambil yaitu pegawai pada Biro
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, dan Pegawai yang sedang melakukan tugas
belajar mandiri. Dari hasil dari penelitian ini sesuai dengan Teori Edward III dapat disimpulkan
secara garis besar terdapat beberapa aspek yang membantu implementasi tugas belajar mandiri
dapat terlaksana dengan baik seperti faktor komunikasi yang telah dilakukan dengan
sosialisasi, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang masih harus diperbaiki agar
implementasi tugas belajar mandiri ini dapat berjalan lebih optimal. Saran yang
direkomendasikan oleh peneliti yaitu melakukan benchmarking lebih lanjut kepada instansi
lain yang sudah menggunakan aplikasi atau sistem tugas belajar mandiri untuk
mengoptimalkan implementasi tugas belajar mandiri.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tugas Belajar
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ABSTRACT

Name : Ajeng Prita Arivia

Title : Implementation Permenpan RB Number 28 of 2021 of Self-Study
Assignment Policy on the National Search and Rescue Agency of the
Republic of Indonesia

One way to improve educational standards and create competent civil servants who meet
current demands is through competency development through education. Circular Letter of the
Minister of PAN-RB Number 28 of 2021 concerning Competency Development of State Civil
Apparatus Employees through Education Channels behind the National Search and Relief
Agency (BASARNAS) in optimizing the implementation of learning task policies, especially
independent cost learning tasks. The purpose of this study is to see how the implementation of
the self-study task policy at the National Search and Rescue Agency. This study was conducted
using qualitative descriptive analysis methods with data collection through interviews,
observation, and documentation. The resource persons taken were employees at the Bureau of
Personnel, Organization, and Governance, and employees who were performing independent
learning tasks. From the results of this study in accordance with Edward III Theory, it can be
concluded that there are several aspects that help the implementation of independent learning
tasks can be carried out properly, such as communication factors that have been carried out
with socialization, although there are still some factors that still need to be improved so that
the implementation of this independent learning task can run more optimally. The suggestion
recommended by the researcher is to do further benchmarking to other agencies that already
use applications or independent learning task systems to optimize the implementation of
independent learning tasks.

Keywords:  Implementation, Policy, Learning Tasks
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Sumber Daya Manusia memiliki fungsi strategis dalam membantu

meningkatkan kualitas dan menggerakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Sehingga peran sumber daya manusia dikatakan memiliki peran penting dalam
keberlangsungan suatu organisasi. Ketersediaan dari adanya sumber daya manusia juga
menjadi dasar dalam menyelesaikan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, karena jumlah
dari ketersediaanya sumber daya manusia yang tidak diperhitungkan secara efektif
dapat mengakibatkan kurangnya tenaga untuk membantu dalam penyelesaian
permasalahan dan pekerjaan.

Selain itu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta kompetensi
yang baik akan sejalan dengan peningkatan capaian kerja organisasi. Kompetensi yang
dimiliki oleh sumber daya manusia juga memiliki peran penting sebagai pendukung
dalam proses pencapaian atau sasaran tujuan dari organisasi. Menurut Hasibuan Malayu
SP (2000) tentang manajemen sumber daya manusia menyatakan bahwa sumber daya
manusia merupakan kemampuan dari interaksi antara daya pikir yang menjadi
pengetahuan serta daya fisik berupa pengalaman dari masing-masing individu.

Daya pikir sendiri bisa dikatakan berbentuk kecerdasan yang ada didalam diri
manusia sejak lahir, sehingga manusia dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukan
secara daya fisik manusia, karena akal budi manusia mampu menemukan penyelesaian
dari berbagai permasalahan yang tidak mampu ditangani oleh daya fisik manusia.
Sedangkan daya fisik merupakan keterampilan yang dapat diperoleh dengan adanya
pelatihan. Peranan sumber daya manusia didalam suatu organisasi digambarkan bahwa
seluruh potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia didalamnya dapat
dimanfaatkan sebagai dasar dalam menuju keberhasilan dari tujuan baik secara pribadi
individu maupun secara kepentingan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh
manusia dapat berupa waktu, tenaga serta kemampuan dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk kepentingan dari organisasi

Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dari proses suatu pembangunan
atau mencapai tujuan organisasi, karena bila didalam suatu organisasi terdapat sumber

daya lain seperti teknologi canggih, serta modal tetapi tidak ada sumber daya manusia



yang mengelola maka sumber daya tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya,
hal tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keterampilan yang sesuai maka dapat lebih cepat dalam keberhasilan mencapai tujuan
organisasi, dengan demikian sumber daya manusia perlu melakukan pengembangan
kompetensi yang dimilikinya agar tetap mampu bersaing melewati perubahan zaman
yang kian pesat.

Pengembangan kompetensi adalah salah satu cara dalam meningkatkan
kemampuan dan keterampilan dan menjadi upaya menciptakan pegawai yang memiliki
pengetahuan serta keterampilan baik secara teori maupun praktik yang mampu
merupakan kesiapan dalam menghadapi perubahan zaman pada era digital ini. Karena
pada dasarnya seluruh pegawai berhak untuk mendapatkan hal dalam mengembangan

kompetensi yang dimilikinya.

Peran manajemen juga diperlukan dalam memfasilitasi para pegawai dalam
melakukan pengembangan kompetensinya, karena apabila sumber daya manusia di
dalam organisasi tidak mampu untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya karena
kurangnya kompetensi yang dimiliki membuat terhambatnya suatu organisasi dalam
mencapai suatu tujuan.Khususnya sumber daya manusia pada sektor publik atau biasa
disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memiliki peran dalam menyukseskan
program pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan
pekerjaannya sebagai pelayan publik, seorang pegawai pada pemerintahan
membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan jabatannya.

Dalam upaya meningkatkan bakat, pengetahuan, dan keterampilan individu atau
kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, penting untuk menciptakan
kompetensi bagi pegawai. Pengembangan kompetensi dapat diimplementasikan dalam
berbagai konteks, termasuk pada dunia Pendidikan, tempat kerja, hingga kehidupan
sehari-hari. Hartatik (2014) menjelaskan bahwa kinerja karyawan biasanya
ditingkatkan melalui inisiatif pelatthan dan pengembangan yang dilakukan oleh

pegawai baru dan pegawai berpengalaman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN dan menyatakan bahwa ASN
memiliki hak dan kesempatan untuk melakukannya. Ada dua jenis pengembangan

kompetensi, yaitu berbasis pendidikan dan berbasis pelatihan. Peraturan Pemerintah
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No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjabarkan sejumlah
persyaratan terkait pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai. Persyaratan tersebut antara
lain terkait dengan penyelenggaran tugas belajar, pelaksanaannya, jangka waktu,
perpanjangan, sifat berkelanjutan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai dalam
melaksanakan tugas belajar, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lainnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan standar pendidikan dan menciptakan ASN
yang berkompeten dan memenuhi tuntutan kekinian adalah melalui pengembangan
kompetensi melalui jalur pendidikan. Surat Edaran Menteri PANR Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur
Pendidikan atau yang dikenal dengan istilah Tugas Belajar, memuat peraturan yang
mengatur tentang pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Tujuan dari
tugas belajar adalah untuk menutup kesenjangan keterampilan yang ada antara standar

kerja dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang mengisi jabatan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) merupakan lembaga
negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan
pertolongan dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia. Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan memiliki peran yang krusial dalam memberikan sebuah
bantuan pertolongan terhadap Masyarakat bila terjadi adanya peristiwa darurat, seperti
bencana alam, atau kondisi yang membahayakan manusia. Dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu memperhatikan
kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawainya, khususnya dalam pengembangan
kompetensi melalui jalur Pendidikan. Dengan adanya Surat Edaran Menteri PANR
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Melalui Jalur Pendidikan, lalu diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK-KBSN-
199/DL.01/VI/BSN-2023 tentang Program Studi untuk pengembangan kompetensi
melalui jalur pendidikan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai
memperbaiki sistem pengembangan kompetensi melalui tugas belajar dimana telah
dibuatnya ketetapan atau panduan seperti rekomendasi bidang studi yang dapat diambil
oleh pegawai sesuai dengan jabatannya, syarat pengajuan tugas belajar, hak dan

kewajiban tugas belajar, serta SOP dalam melakukan pengajuan tugas belajar.



Namun berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dalam
pengimplementasiannya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, tugas
belajar mandiri ini masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih
belum adanya sistem yang dapat menunjang pelaksanaan tugas belajar dari awal
pengajuan, pemrosesan, pengawasan, hingga pelaporan ini berjalan dengan efektif dan
efisien. Permasalahan lainnya yaitu masih terdapat ketidakpahaman pegawai yang mau
melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar mandiri untuk mengajukan surat
keterangan tugas belajar mandiri, serta terdapat beberapa pegawai yang mengambil
jurusan perkuliahan yang tidak sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

Dari permasalahan-permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi
awal ini dapat mengakibatkan implementasi dari kebijakan tugas belajar mandiri pada
Badan Nasional Pencarian Pertolongan ini tidak berjalan dengan optimal.
Ketidaksesuaian pelaksanaan tugas belajar mandiri yang tidak sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan pengembangan kompetensi yang diikuti
oleh para pegawai tidak sejalan dengan jabatannya sehingga tidak mendapatkan

keterampilan dengan semestinya.

Sistem pengajuan tugas belajar yang diimplementasikan pada Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan masih menggunakan sistem secara manual, dimana masih
membutuhkan kertas sebagai media pengajuan. Dengan sistem pengajuan tugas belajar
secara manual ini tentunya menimbulkan ketidakefektifan dalam melakukan pengajuan
tugas belajar, hal ini didasari oleh adanya masalah-masalah yang terjadi dalam proses
pengajuan tugas belajar tersebut. Masalah yang sering dihadapi yaitu berkas-berkas
pengajuan tugas belajar yang terselip dengan berkas lainnya, atau bahkan
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Hal ini diakibatkan karena
dalam proses pengajuan tugas belajar ini, berkas pengajuan tugas belajar dari upt lain
yang perlu dikirim ke Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pusat masih
menggunakan pos sebagai sarana pengiriman.

Dalam segi pemantauan masih kurangnya sistem yang dapat memantau
pegawai-pegawai yang sedang melakukan tugas belajar mandiri. Ketidakadanya sistem
yang optimal dalam melakukan pemantauan terhadap pegawai-pegawai yang sedang
melakukan tugas belajar mandiri, sering kali tidak sesuai dengan perjanjian tugas
belajar yang telah ditentukan. Namun pelanggaran yang dilakukan diluar perjanjian

tugas belajar belum pernah ada sanksi tegas yang diberikan kepada pegawai yang
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melanggar. Ketidakoptimalan dalam pengawasan serta kurangnya kesadaran para
pegawai untuk mencari informasi terkait prosedur melakukan tugas belajar mandiri ini

dapat dilihat dari data berikut ini.

Tabel 1.1. Daftar Pengajuan Tugas Belajar Pegawai 2023

Tahun Ajaran
Perkuliahan &
2015 1
2017 1
2019 7
2020 7
2021 34
2022 71
2023 47

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Dari tabel diatas ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2023 pegawai yang
mengajukan surat izin tugas belajar mandiri ini paling banyak telah melakukan
perkuliahan pada tahun 2022. Bisa didasari dengan peraturan yang ada pengajuan surat
keterangan tugas belajar mandiri ini harus dilakukan sebelum pegawai melakukan tugas
belajar karena dalam melakukan tugas belajar perlu memenuhi beberapa persyaratan
yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga menurut data diatas dapat
disimpulkan bahwa para pegawai terlambat dalam melakukan pengajuan izin tugas
belajar mandiri kepada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan tata Laksana pada Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal tersebut dapat terjadi karena kebanyakan dari
pegawai kurang mengetahui bahwa sebelum melakukan tugas belajar mandiri mereka
perlu melakukan pengajuan tugas belajar mandiri yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Sehingga dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan diatas,
yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Tugas

Belajar Mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



B. Rumusan Permasalahan
Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana Implementasi Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tugas
Belajar Mandiri Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2) Bagaimana strategi untuk mengatasi penghambat implementasi kebijakan tugas

belajar mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

C. Tujuan Penelitian
3) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permenpan RB nomor 28 tahun 2021

tentang tugas belajar mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4) Untuk menentukan strategi mengatasi penghambat implementasi Permenpan RB
nomor 28 tahun 2021 tentang tugas belajar mandiri Pada Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan

D. Manfaat Penelitian
1) Manfaat Praktis

Guna memperdalam dan mempertajam kemampuan berpikir kritis dalam menilai
isu-isu yang muncul di bidang SDM, khususnya di bidang pengembangan SDM,

serta menghubungkan teori-teori yang diperoleh di kelas dengan aplikasi praktis.

2) Manfaat Akademis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis
terkait implementasi tugas belajar mandiri untuk memberikan saran perbaikan
sistem implementasi tugas belajar mandiri pada Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan.
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